BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Karawang pada PD BPR Kabupaten
Karawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Karawang tentang Penyertaan  Modal
Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang
Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 87 DP BPR, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/20/PBI/2006 tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2006 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008
Nomor 2 Seri E);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2008 Nomor 8 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Karawang Tahun
2011 Nomor 9 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2012, Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN
KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

Bupati adalah Bupati Karawang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang
selanjutnya disingkat PD BPR Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha
Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan berkedudukan di Karawang
dan dapat mendirikan kantor cabang dan kas pembantu dalam wilayah
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Para Pemegang Saham serta
Bank Indonesia.



